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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 1% TAHUN 2008

TENTANG
PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

. bahwa Peraturan Daeran Kabupaten Tingkat Il Dairi Nomor 06

Tanun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran, perl
disesuaikan dengan Peraturan Pemeriniah Nomor 65 Tahun
2001 tentang Pajak Daerah. sehingga periu diatur kembali

dengan Peraturan Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf dalam huruf a, periu membenhik Peraturan Dae ah

Kabupaten Dairi tentang Pajak Hotel

Undang-Undang Nomcr 15 Tahun 1554 tentang Pembentu kan
Kabupaten Dasrah Tingkat il Dairi (i_embaran Negara Repubiik
indonesia Tahun 19684 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2889);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Paijak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3€85) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran MNegara Nomor 4048);
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Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 1997 Nomor 101, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan
Kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lesmbaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tcntang FPerubahan
Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembarar Negara Republik Indenesia
Tahun 2006 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Nomer 4844)

Undang-Undang Nomaor C2 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemeriniah Piisat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4138),

Peraturan Pemerintan Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4576);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomoir165, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4593);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran
Daerah Kabupaten Tahur 2008 Nomor 02, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 125);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cinas-Dinas
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor

05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 128),

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAK YAT DAFR AH KABUPATEN DAIRI
dan
BUPATI RAIRY
MEMUTUS KAN;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTAING PAJAK HOTEL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.

2. Bupati adalah Bupati Dairi.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.,

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi.

5. Pajak adalah iura wajib yang dibayar oleh orang pribadi atau badarn.
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14,

15,

16.

Pajak Daerah adalah iuran pajak yang dibayar oleh orang pribadi atau badan
kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan
berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah
dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma,
kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun,
bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak
daerah.

Masa pajak’ adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan

takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwin, k ecual
bila wajib pajek menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun

takwin.

Pajak yang terutang adaiah pajak vang harus dibayar pada suatu saat, dafam
masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalarn bagian lain tahun pajak menurut
ketentuan peraturan perundang-undangcn perpajakan daerah.

Pajak Hotel yang seigmuinyz dJissbut pajak adalah Pungutan Daerah atas
pelayanan hotel.

Hetel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat
menginap/istirahat, memperoieh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan
dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu dan dikelola serta
dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Gubuk Pariwisata (cottage) adalah usaha hotel yang bangunannya berbentuk
rumah dengan pekarangannya.

Motel adalah bentuk usaha yang menggunakan bangunan atau sebahagian

daripadanya terletak diluar kota dan jauh dari jalan raya dimana orang yang

berkenderaan dapat menginap serta menempatkan kenderaannya digarasi atau
dekat pintu tidurnya dengan pembayaran.

Losmen adalah usaha yang menggunakan bangunan atau sebahagian
daripadanya, yang khusus disediakan untuk setiap orang dapat menginap tanpa

makan dengan pembayaran;
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Wisma Pariwisata adalah usaha yang menggunakan bangunan atau sebahagian
daripadanya, dimana setiap orang dapat memperoleh penginapan dan makan
dengan pembayaran.

Pesanggrahan adalah usaha yang menggunakan bangunan atau sebahagian
daripadanya, terletak diluar kota tidak jauh dari jalan raya dirnana setiap orang

dapat: beristirahat, menginap, makan dan mandi dengan pembayaran.

Pondok (home stay) adalah usaha yang menggunakan rumah tempat tinggal
dimana orang dapat memperoleh penginapan dengan atau tanpa makan dalam
rencana kekeluargaan dengan pembayaran.

Bungalaw adalah rumah yang diberikan kepada yang mempunyai hak kebendaan
atas bungalaw tersebut mempunyai kesempatan untuk istirahat disamping
rumah tempat tinggal, sebagian usaha penginapan dan disewakan kepada orang

lain atau umum.
"

Rumah Penginapan adalah usaha yang menggunakan rumah untukc menginap
dengan pembayaran.

Rumiah Kost adaiah usaha yong menggunaikan rumah ateu bangunan yang
Khusus untuk tempat tinggal jangka pendek atau jangka larna dengan
pembayarar.

Pengusaha Hotel adalah perorangan atau Badan yang menyelenggarakan usahe

hotel untuk dan atas namanya senzii atau untuk dan atas nama pihak 'ain yang
menjadi tanggungannya.

Wajib Pajak adalan urang arau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah
ini diwajibkan membayar paiak.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
subjek dan objek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai
kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
Surat Pemberitahun Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SPTPD
adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan

dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundangundangan
Perpajakan Daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang seianjutnya disingkat SKPD adalah jumlah
ketetapan yang dibayar oleh Wajib Pajak berdasarkan perhitungan dan analisa.
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Surat Tanda Setoran selanjutnya disebut STS adalah Surat tanda bukti
penyetoran atas penerimaan dari Wajb Pajak pada Bank yang
ditunjuk/ditetapkan Bupati oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan

Pembantu.
Surat Tanda Bukti adalah bukti pembayaran pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat dengan
SKPDKB adalah Surat Peraturan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak
terutang, jumlah kredit pajak, jumiah kekurangan pembayaran pokok pajak,

besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat
dengan SKPDKBT adalah Surat Peraturan yang menentukan tambahan atas
jumliah pajak yang ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat dengan SKPDLB

adalah Surat Peraturan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak
karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak tidak terutang atau tidak

seharu snya terutang.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yanag disingkat dengan SKPDN adaiah surat
ketetapan pajak vang menetukan jumiah pokok pajak sama besarnya dengan
jumiah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
Surat Taghan Pajzk Digeran selenjutniya disingkat STPD adalah Surat untuk

melakukan penaginan palek atas sanksi administras: berupa bunga dan atau

Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak selanjutnya disingkat SPMKP adalah
Surat Perintah yang dikeliarkan Bupati kepada Kas Daerah untuk

mengembalikan kelebihan pajak kepada Waijib Pajak.
Pembayaran adalah jumlah vang diterima atau seharusnya diterima sebagai
imbalan atas penyerahan barang dan/atau jasa sebagai pembayaran kepada

pemilik hotel.




Pasal 3

(1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran

kepada hotel;

(2) Waijb Pajak Hotel adalah pengusaha hotel.

BAB III

DASAR PENGEN.AAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.

Pasal 5

Besarnya ta-if pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari jumlah

pembavaran kepada hotel.

BAB 1V

WII_.AYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal &

{1} Pajak terutang yang dipungut berada di wilayah daerah;

(2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 .

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) tahun takwin.




BAB 1I

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

(1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut Pajak atas setiap bangunan yang

diperuntukkan hotel beserta fasilitas yang disediakan.

(2) Objek Pajak Hotel mealiputi :

a.

d.

Fasilitas penginapan atau fasiiitas tinggal jangka pendek, yaitu Hotel, Motel
Gubuk Pariwisata (Cottage), Wisma Pariwisata, Pesanagrahan (Hostel),
Losmen, Bunga Law, Pondok (Home Stay) dan Rumah Penginapan termasuk
Rumah/Kamar Kost (apabila jumliah kamar febih dari 10 buah);

Fasilitas penunjang sebacal kelencgkapan fasiiitas hotel/penginapan yang
sifatnya mempberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengunjung/tamu
seperti telefo;w, faksimile, teleks, foto copy, pelayanan cuci atau setrika, taksi
dan pengangkutan fainnya, yang disediakan atau dikeloia hotel;

Fasiitas clah raga dan hiburan yang disediakan khusus tamu hetel, bukan
untuk umum, antara iain Pusat Kebugaran (fitness centar), kolam renang,
tennis, golf, karacke, pub, diskotik, pijat yang disediakan atau dikelola hotel;

Jasa persawsaan ruan gan untuk keglatan acara atau pertemuan dihotel.

o}

3) Tidak termasuk chiek paiak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
. 4 - prd

a.

Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan/atau fasilitas tempat tinggal
lainnya yang tidak menyatu dengan hotel;

Pelayanan tinggal di Asrania dan Poncok Pesantren;

Fasilitas olan raga dan hibuian yang disediakan hotel dipergunakan oleh
bukan tamu hotel dengan pembayaren;

Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di
hotel;

Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat

dimanfaatkan oleh umum;

~N



Pasal 8

Pajak terutang dalam masa pajak, terjadi pada saat pembayaran.

(2)

~~
W
~

(4)

3)

Pasal 9

Setiap Wajb Pajak harus mengisi SPTPD dan ditandatangani oleh Wajib Pajak
atau kuasanya;

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan
lengkap serta ditandatangani oleh Wajib pajak atau kuasanya;

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), herus disampaikan kepada Bupati
atai Pejabat lainnya yang dihunjuk sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah SPTPD
diterima;

Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
C

BAB VI

TATA CARA PERKHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 10
Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Bupati

menetapn-an paisk terutang yaitu dengan menerbitkan SKPD;

Apabila SKPD sebagaimanz dimaksud pada ayat (1) tidak ateu kurang dibayar
setelah lewat wal<tu atau jatuh tempo paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi herupa bunga sebesar 2 % (dua
per seratus) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 11

Wajib Pajak yang membayar sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak

sendiri yang terutang;




(4)

(5)

(6

7}

(2)

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Bupati dapat menerbitkan :

a. SKPDKB;

b. SKPCKBT;

¢. SKPDN.

SKPDKB diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain
pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) sebulan dihitung dari pajak yang
kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

SKPDKBT diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum
terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan
dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus per
seratus) dari jumlah kekurangan pajak;

SKPON diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan
jumiah kredit pajak atau pajak fidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 disetor
ke rekening Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu
yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKRT dan STPD;

Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain, hasil penerimaan pajak harus
disetor ke rekening Kas Dasrah sciambat-lambatnya 1 (satu) hari atau dalam
jangka waktu yang ditentukan Bupati;

Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan

dengan menggunakan STS;

Tata cara pembayaran pajek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan

ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

10
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(1)

(2)

Pasal 13
Pembayaran pajak dapat dilakukan sekaligus atau sebahagian, diangsur/dicicil;

Setiap pembayaran pajak diberikan Tanda Bukti Pembayaran dan dicatat dalam
Buku Penerimaan;

Bentuk, jenis dan ukuran tanda bukti pembayaran serta Buku Penerimaan Pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak  untuk
mengangsur/mencicil pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah
memenuhi persyaratan yang ditentukan;

Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda

pembayaran pajax terutang dan pengurangan setelsh memenuhi persyaratan

yang ditentukan sebagaimana tertera dalam SKPD;

Besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah maksimal

5 % dari jumiah yang tertera dalam SKPD.

BAB  VIII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 14
vajib pajak belum membayar pajak 7 (tujuh) hari lewat jatuh tempo,

maka dia¥ uk an tindakan pelak sanaar penagihan;

Apabila wajib palak beitm membayar pajak 30 (tiga puluh) hari lewat jatuh
tempo, maka dilakukan tindakan pelaksanaan penagihan disertai dengan Surat

Teguran, Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis;

Surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Bupati.

Pasal 15
Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu
sebagaimang ditentukan dalam surat-surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 maka pajak dimaksud ditagih dengan Surat Paksa;
Surat Paksa sebagaimana diMaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah lewat 21
(dua puluh satu) hari sejek tanggal dikeluarkannya surat-surat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14.

11



Pasal 16

Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah dikeluarkannya Surat Paksa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Wajib Pajak belum juga melunasi pajak, maka

Bupati segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 17

Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari dikeluarkannya Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan Wajib Pajak belum juga melunasi pajaknya, Bupati

mengajukan permintaan pelelangan ke Kantor Lelang Negara.

Pasal 18

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan

lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

BAB IX
PENGiU RANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 16

{1) Berdasarkan permohonan Wajib Pajuk, Bupati dapat memberikan pengurangan,

keringanan dan atau pembebasan pajak;

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan atau pembebasan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20
(1) Bupati karena jabatan dan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau STPD yang dalam penerbitannya
terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam

penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

12
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b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
¢. Menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi berupa bunga, denda

dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan

karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

Perrnohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan dan penghapusan atau
pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh
Wajib Pajak kepada Bupati, atau Pejabat yang dihunjuk selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari sejak tanggal diterima, disertai dengan alasan yang jelas;
Permohonan Wajib Pajak yang diterima berdasarkan pertimbangan alasan vang
disampaikan, Bupati menetapkan/menerbitkan Peraturan selambat-lambatnya 3
(tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima;

Apabila lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud paca ayat (3), Bupati belum

juga mengeluarkan keputusan, permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING
Pasai 21

Wajit Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Bupati atas

SKPD, SKPDKB, SKFDKBT, SKPDLB dan SKPDN;

Fermohonan xeberatan sebagaimana dimalsud pada ayat (1) harus disampaikan
secara tertulis kepada Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD,
SKPDKB, SKPDKET, SKPDLB dan SKPDN diterima, kecuali apabiia Wajib Pajak
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan diluar kekuasaannya.

Dalam jangi<a waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan keberatan
diterima, Bupati harus menerbitkan keputusan;

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati belum juga
mengeluarkan keputusan, permohonan tersebut dianggap dikabulkan;

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda

kewajiban pembayaran.
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(1)

(2)

Pasal 22

Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah Wajib Pajak menerima keputusan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Wajib Pajak dapat mengajukan

banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda

kewajiban pernbayaran.

Pasal 23

Apabila pengzjuan keberatan sebagaima dimaksud dalam Pasal 21 dan atau banding
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dkabulkan sebahagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran pajak dikembalikan kepada Wajib Pajak, ditambah dengan
imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan paling'lama 24 (dua puluh

empat) bulan .

(2)

(3)

(4)

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 24
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran pajak kepada Bupati dengan menyebutkan ;

Nama dan alamat yang jelas dan pasti;

SJJ

b. Masa pajak;
c. Besarnya kelebihan dan atau;
d

. Alasan-alasan lainnya.
Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan
pengembalian pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati
harus meneatapkan Keputusan;

Apabila jangka waktu sebagaimana disebutkan pada ayat (2) telah lewat Bupati
pelum juga menetapkan dan menyampaikan keputusan, maka kelebihan
pembayaran dianggap dikabulkan dan paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan
SKPDLE;

Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, maka kelebihan
pembayaran yang dikabulkan langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih

dahulu pajak Iainnya yang masih terhutang;
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(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajek dilakukan dalam jangka waktu paling
lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya SKPDLB dengan menerbitkan SPMKPp;

(6) Apabila pembayaran kelebihan pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu
sebagaimana disebutkan pada ayat (5), diberikan imbalan bunga sebesar 2 %

(dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran keiebihan pajak.

Pasal 25

Apabila kelebihan pembayaran pajek diperhitungkan dengan utang pajak lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan
pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan yang dianggap sah sebagai bukti

pembayaran.

BAB XIII

KADALUARSA

Pasal 26

(1) Hak untux melakukan penagihan pajak dianggap kadalvarsa apabila telzh
melampatii jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak saat terutangnya pajak,
kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan

daerah;

(2; Bupati menetapkan keputusan Penghapusan Piutang Pajek yang sudah

kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

3) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditangguhkan

apabila:
a. Diterbitkan Surat Tegoran dan Surat Paksa atau;

b. Ada pengakuan hutang dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak

langsung.
BAB XIV

BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal27

(1) Dalam rangka kegiatan pemungutan pajak diberikan biaya pemungutan sebesar

5 % (lima perseratus);
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(2)

(1)

(2)

(4)

(1)

(2)

Pembagian upah pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal28

Wajib Pajak vang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan
yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipdana dengan

pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.

25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah;

Wajib Pajak yang karena sengaja tidak menyampaickan SPTPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak
benar sehingga merugikan keuarlgan daerah dapat dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. £0.000.000,-

(lima puluh juta rupiah);
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakean

Tindak Pidana Peianggaran;
Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) segala

kerugian yang timbul akibat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini

dibebankan kepada sipeianggar.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29
Penyidikan driakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berkoordinasi
dengan Penyidik Pclri;
Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
berwenang:
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanva tindak
pidana;
b. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian dan memeriksa tanda
pengenal diri tersangka;

c. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
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d. Memanggil seseorang untuk didengarkan, diperiksa sebagai tersangka atau
saksi;

e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f.  Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara,

g. Mengadakan penghentian pemeriksaan atau penyidikan setelah mendapat
petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa
tersebut bahkan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik
memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum;

h.  Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat

dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiag tindakan tentang :

a. Pemeriksaan tersangka:

b. Pemasukan rumah;

c. Penyitaan benda; ¢
d. Pemeriksaan surat:

e. Pemeriksaan saksi;

f. Pemeriksaan ditempat kejadian.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat

il Dairi Nomor 06 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dicabut dan dinyatakan tindak

berlaku lagi.

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan

Bupati.
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Pasal 32
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 3! tEszxeer  2008.

BUPATI DAIR|,

M. P. TUMANGGOR

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 3| DexeniBerR 2008,

SEKRETARIS\DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ARSENIUS MARBUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2008 NOMOR 2.
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II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KABUPATEN DAIR
NOMOR {% TAHUN 2008

TENTANG
PAJAK HOTEL

PENJELASAN UMUM

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dengan Undang Undang Nomor 22
Tahun 1999 yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah besrta perutbahannya dan Undang Undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan
Pemerintahan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari
Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Beiania Negara. Pendapatan Asli Daerah berupa Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah diharankar rnenjadi salah satu sumber pembiayaan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah. Dengan demikian Daerah

diharapkan mampu melaksanakan otonomi, Mengatur dan mengurus rumahtangganyva
sendiri.

Memenuhi ketentuan Undang Undang Nomcr 18 Tahun 1997 sebagaimana telah
diubah dengan Undang Urdang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah serta Peraturean Pemerintan Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pzjak
Daerah, maka Peraturan Daerah MNemor 086 Tahun 1898 tentang Pajak Hotel dan
Restoran perlu disesualkan Peraturan Daerah ini yang menetapkan ketentuan-ketentuan
pokok yang memkberikan pedoman kebijakan dan arahan udalam pelaksanaan pemungutan
pajak Hotel sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur.

Jika sebejumnya Peraturan Daerah ini disatukan Hotei dan Restoran maka dalam

Peraturan Daerah yang baru ini menjadi tersendiri yaitu Pajak Hotel.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2 ayat (2) huruf a: usaha rumah/kamar kost sebagai objek pajak
apabila jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh buah).

Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
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Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasai

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

S

Cukup jelas.

6

Cukup jeles.

7

Cukup jelas.

8

Cukup jelas.

g

Cukup jelas.

10

Cukup jelas.

11

Cukup jelas.

12

Cukup jelas.

13

Cukup jelas.

14

Cukup jelas.

15

Cukup jeias.
e 4

16

Cukup jelas.

17

Cukup jelas.

18

Cukup jelas.

19

Cukup jelas.

20

Cukup jelas.

24

Cukup jelas.

23

Cukup jelas.
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Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27

Cukup jelas.
Pasai 28

Cukup jelas.
Pasal 29

Cukup jelas.
Pasal 30

Cukup jelas.
Pasal 31

Cukup jelas.
Pasai 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAE RAH NOMOR ....:
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